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PERATURAN DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 1 TAHUN 2020 

TENTANG 

PENETAPAN DAN PENILAIAN INDIKATOR PENCAPAIAN KINERJA 

BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL, 

 

 

Menimbang : a. bahwa untuk peningkatan pencapaian kinerja Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial perlu diatur mengenai 

mekanisme penetapan dan penilaian indikator 

pencapaian kinerja Badan Penyelenggara Jaminan Sosial; 

b. bahwa Peraturan Dewan Jaminan Sosial Nasional Nomor 

1 Tahun 2017 tentang Kebijakan Umum Penetapan dan 

Penilaian Indikator Pencapaian Kinerja Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial sudah tidak sesuai lagi 

dengan kebutuhan hukum dan perkembangan 

organisasi, sehingga perlu diganti; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Dewan Jaminan Sosial Nasional tentang 

Penetapan dan Penilaian Indikator Pencapaian Kinerja 

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial; 
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem 

Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4456); 

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2013 tentang 

Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 239, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5482) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 84 Tahun 2015 tentang Perubahan 

atas Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2013 

tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 257, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5752); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2013 tentang 

Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 

Nomor 256, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5486) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2015 

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 

Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial 

Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5724); 

5. Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2013 tentang 

Bentuk dan Isi Laporan Pengelolaan Program Jaminan 

Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 

Nomor 252); 

6. Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2013 tentang Gaji 

atau Upah dan Manfaat Tambahan Lainnya serta Insentif  

bagi Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi 
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Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 254); 

7. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2014 tentang 

Susunan Organisasi, Tata Kerja, Tata Cara 

Pengangkatan, Pemberhentian, dan Penggantian 

Keanggotaan Dewan Jaminan Sosial Nasional (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 104); 

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.02/2016 

tentang Standar Kesehatan Keuangan Aset Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 18); 

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.02/2016 

tentang Kesehatan Keuangan Aset Badan Penyelenggara 

Jaminan Sosial Kesehatan (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 14); 

10. Peraturan Dewan Jaminan Sosial Nasional Nomor 3 

Tahun 2018 tentang Tata Kerja, Kode Etik, dan Lambang 

Dewan Jaminan Sosial Nasional (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 1190); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL TENTANG 

PENETAPAN DAN PENILAIAN INDIKATOR PENCAPAIAN 

KINERJA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL. 

 

Pasal 1 

Peraturan Dewan ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi 

Dewan Jaminan Sosial Nasional dalam melakukan penetapan 

dan penilaian kinerja  Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. 

 

Pasal 2 

(1) Penetapan dan penilaian kinerja Badan Penyelenggara 

Jaminan Sosial ditetapkan oleh Dewan Jaminan Sosial 

Nasional. 

(2) Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional menetapkan 

penetapan dan penilaian kinerja Badan Penyelenggara 

Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1).  
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Pasal 3 

(1) Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 memuat: 

a. pendahuluan; 

b. metode penetapan dan penilaian indikator 

pencapaian kinerja; 

c. aspek penilaian dan formula standar kesehatan 

keuangan aset; 

d. faktor-faktor penetapan dan penilaian indikator 

pencapaian kinerja; 

e. sumber data; 

f. penetapan bobot; 

g. proses penetapan dan penilaian; 

h. simulasi; dan 

i. kegunaan hasil penilaian. 

(2) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum 

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Dewan Jaminan Sosial 

Nasional ini. 

 

Pasal 4 

Pada saat Peraturan Dewan ini mulai berlaku, Penetapan dan 

Penilaian Indikator Pencapaian Kinerja Badan Penyelenggara 

Jaminan Sosial tahun 2019 dilaksanakan berdasarkan 

Peraturan Dewan ini. 

 

Pasal 5 

Pada saat Peraturan Dewan ini mulai berlaku, Peraturan 

Dewan Jaminan Sosial Nasional Nomor 1 Tahun 2017 tentang 

Kebijakan Umum Penetapan dan Penilaian Indikator 

Pencapaian Kinerja Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 563), 

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

 

Pasal 6 

Peraturan Dewan ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Dewan ini dengan penempatannya 

dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

 

 

Ditetapkan  di Jakarta 

pada tanggal 12 Februari 2020 

 

KETUA DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL 

 

ttd 

 

TB ACHMAD CHOESNI 

 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 19 Mei 2020       

 

DIREKTUR JENDERAL 

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA 
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WIDODO EKATJAHJANA 
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